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Reformas hukum dalam bidang pemeriksaan keuangan negara pada kurun waktu 20002020 telah memicu
teradopsinya instrumen hukum perdata internasional dalam proses pembentukan hukum pemeriksaan
keuangan negara atau audit sektor publik di Indonesia. Disertasi ini mendiskusikan pengaruh instrumen
hukum perdata internasional terhadap proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara di
Indonesia dan implikasinya terhadap akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikerjakan dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dikolaborasikan dengan pendekatan
interdisipliner, historis, dan komparatif, disertasi ini menganalisis sejumlah bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara serta
bahan hukum sekunder. Setelah memberikan wawasan teoretis mengenai perkembangan hukum perdata
internasional dan hukum administrasi serta jalinan erat di antara keduanya, disertasi ini mengelaborasi
perkembangan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesiayang bertolak dari pemberlakuan
kebijakan pluralisme hukum pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan usaha-usaha pemerintahan
nasional dalam menyusun sistem hukum nasional dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-
undangan. Mendiskusikan peran kontemporer BPK sebagai pembentuk hukum pemeriksaan keuangan
negara di Indonesia pasca Reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945 pada 19992002, disertasi ini
selanjutnya menguraikan tinjauan teoretis dan historis terhadap eksistensi BPK melalui analisis komparatif
terhadap institusi-institusi serupadi seluruh duniayang dikenal sebagai Supreme Audit Institution (SAI) dan
kenyataan faktual mengenai dua model SAI yang bersaing: Napoleonik dan Westminster. Disertasi ini
menunjukkan bahwa kelembagaan BPK sebagai SAl yang mewarisi dan mempertahankan secara terus-
menerus model Napoleonik, di satu sisi, dan orientasi BPK untuk bekerja menurut model Westminster
sebagai implikas dari pengaruh instrumen hukum perdata internasional dalam pembentukan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), di sisi lain, menyebabkan pertentangan antara hasil pemeriksaan
keuangan negara dan sistem hukum nasional. Hal tersebut pada gilirannya menguji akuntabilitas BPK serta
menantang fungsi utama SAI sebagai penjaga harta negara.

...... Legal reformsin public sector audit in 20002020 have triggered the adoption of private international
law instruments in the law-making process of public sector audit in Indonesia. This dissertation discusses
the influence of private international law instruments on the law-making process of public sector audit in
Indonesia and its impact on the accountability of the Indonesian supreme audit institution (Badan Pemeriksa
Keuangan, BPK). Using normative or doctrinal legal research methods collaborated with interdisciplinary,
historical, and comparative approaches, this dissertation analyses primary legal materialsin the form of laws
and regulations, court decisions, and public sector audit reports as well as secondary legal materials. After
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providing theoretical insightsinto the development of private international law and administrative law and
the close relationship between the two, this dissertation examines the development of public sector audit law
in Indonesia, which has resulted from the implementation of a policy of legal pluralism since the era of the
Dutch East Indies colonia government and the national government’ s efforts to create a national legal
system and policy of lawmaking. In discussing the contemporary role of the BPK as the framer of public
sector audit law in Indonesia after Reformasi 1998 and the amendment of the 1945 Constitution in
19992002, this dissertation aso outlines a theoretical and historical overview of the BPK’s existence
through a comparative analysis of similar institutions around the world known as Supreme Audit Institutions
(SAls) and the factual realities of two competing SAI models:. Napoleonic and Westminster. This
dissertation shows that the institutionalisation of the BPK as an SAI that inherits and continuously maintains
the Napoleonic model, on the one hand, and the BPK’ s orientation to work according to the Westminster
model as an implication of the influence of private international law instruments in the establishment of the
Public Sector Auditing Standard (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, SPKN), on the other hand, leads
to conflicts between public sector audit results and national legal systems. This, in turn, callsinto question
the BPK’ s accountability and undermines the SAI’ s primary function as the guardian of public funds.



